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1S,

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157)

IPeraturan Dacrah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal
[Daerah Kabupaten Bombana,;

Peraturan Diaerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun
2012 tentang Perubahan Nama Beberapa Desa dalam
Wilayah Kabupaten Bombana;

Peraturan Daerah Kabupalen Bombana Nomor 45 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan lFungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA RANOKOMEA
SEBAGAT DESA WISATA DI KABUPATEN BOMDBANA

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

I. Dacrah adalah Kabupaten Bombana,

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebeapgai

unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bombana.



4. Instansi terkait adalah unit satuan perangkat organisasi di
lingkungan 'emerinlah Kabupatcn Bombana.

5. Desa Wisals adalah Desa Ranokomea yvang berkedudukkan
di Ranokomea Kecamatan Poleang Barat.

6. Pemanfaaran adalah segala upayva untuk memanfaatkan
serta memperdayvakan lingkungan dan potensi vang ada
untuk berbagi kepentingan dan kesejahteraan masvarakat.

7. Penataan lingkungan adalah proses penataan
lingkungan hinaan dalam rangka perencangaan
pemantaatan dan pengendalian yang berwawasan
lingkungan yvang bertujuan untuk konservasi.

8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya
untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-
nilai tradisional, vang dikemas sehingga layak tampil,
layak tonton, dan layak jual.

9, Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagal upaya
meningkatkan daya tarik wisata dari aspek/ sektor
pertanian yang mampu menarik wisatawan.

10.Wisata Bahari adalah Kegialan Wisata sehagai upava
melestarikan  Terumbu Karang dan llutan Pantai/f
Mangreve yang mampu menarik wisatawarn.

BAB (1
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 2
Kawasan Desa Wisata terletak di wilavah Desa Ranokomea di
Kecamatan Foleang Barat Kabupaten Bombana.

BAIL 111
SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Sasaran penctapan Desa Wisata adalah ¢

a. meningkatkan kesadaran masyarakal dan penduduk
sctempat akan pentingnya penataan dan
pemeliharaan lingkungan, sebagai upava
mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan
dan wisata yang ada; dan

b. memberi dorongan, inotivasi dan peluang kepada
masyvarakat di dalam Kawasan Desa Wisala dan
sekitarnya, untuk mengembangkan dan memanfaatkan
potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya,

Wisata Agro dan Wisata BHahari dalam rangka



3)

1)

2)

meningkatkan kesejahieraan sosial masyarakat.

Pasal 4
Fungsi Desa Wisata Sebagai :
sarans promosi;
sarana penelitian;
sarana seni budava,
sarana edukatil dan rekreasi; dan
sarana pariwisata.

BAD TV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWARB

Pasal 5

Penataan hngkungan Desa  Wisata  termasuk
fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat
dengan dukungan Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan penalaan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
harus herkoordinasi dengan instansi terkait dan
Pemerintah setempat.
Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapt sarana
dan prassrana yang di pandang perlu dalam rangka
Pengembangan Desa Wisata.

BAB WV

HARK DAN KEWAJIBAN FEMILIK
Pasal 6

Pemilik lahan dan atau penghuni vyang melakukan
kegiatan penataan, pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan
i Kawasan Desa Wisala wajib untuk membantu dalam
pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) vang bertujuan

menambah penerimaan kas daerah;

Setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemeriniah vang
memiliki, menghuni atau mengelolah lahan/ bangunan di
Kawasan Desa Wisata wajib mentaati segala ketentuan vang
berlaku seria wajib memelihara, melindungi dan
melestarikan lingkungan serta ekosistemnya

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 7

Pemanlataan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan
kepada pemgembangan Wisata Budava, Wisata Agro dan/



Wisata Bahan dengan  berpedoman pada  peraturan

perundang undangan yvang berlaku.

BAB VIl
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

1| Pengeclolaan Kawasan desa Wisata dilaksanakan sccara
fungsional oleh unit  kerja  terkait i lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bombana dan dikoordinasikan

dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2l Penataan dan pengelolaan kawasan Desa

dikembangkan dan dimanfaatkan dengan

baiknya untuk kepentingan masvarakal di kawasan

MNesa Wisata,
Pa=zsgl O

Pengawasan penataan lingkungan Kawasan Desa Wisata
dilaksanaksan secara fungsional oleh Perangkal Dacrah lerkail

lingkup Kabupaten Bombana dengan memperhatikan

masukan masvarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku  pada

diundangkan.

Agar  setap  orang mengetahuinya, memerintabhkan

pengundangan Peraturan Bupati i

penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
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BUPATI BOMBANA
PROVINS] SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA RANOKOMEA SEBAGAI DESA WISATA
D1 KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEOMBANA,

Menimbang :a.  bahwa dalam rangka melestarikan Adat Budaya dan
mengangkat potensi pariwisata dipandang periu
mengembangkan potensi Desa Wisata di Kabupaten Bombana;

b.  bahwa EKultur Budayva serta potensi wisata vang ada di
Kabupaten Bombana harus dilestarikan dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai
Budaya,  Sosial, Ekonomi, [mu  Pengetahuan  dan
Kepanwisataan;

bahwa untuk mewujudkan pelestarian Budaya dan Potensi

e

Desa Wisata di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud
huruf a, telah di bentuk Desa Wisata yaitu Desa Ranokomea
Kecamatan Poleang Barat:

d. bahwa mengingat Desa Hanokomea memiliki potensi wisata
yvang perlu dikembangkan yaitu Danau laponu-Ponu, Pulau
Kondo dan Taman Teknologi Pertaman,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud
dalam huruf a, huraf b, huraf ¢, dan huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penctapan Desa
Ranckomea sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bombana,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
mdonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di TDrovinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor |44, Tambahan Lembaran Negara /



Republik Indonesia Nomor 4339];

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
KRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44241);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387),
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepanwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan [utan
(Lemhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696);

H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2008 tentang Perubahan atas DPeraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penvusunan RKencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16];

9. Teraturan Pemerintah Recpublik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  ‘Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
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